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PENDAHULUAN 

 

Buletin Implementasi Volume 13 merupakan Buletin Implementasi yang diterbitkan oleh 

DSAK IAI. Buletin Implementasi adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang 

berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta 

tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam 

SAK. Tujuan penerbitan Buletin Implementasi adalah untuk meningkatkan konsistensi 

penerapan SAK. 

 

Materi penjelasan dalam Buletin Implementasi merujuk pada isu implementasi SAK yang 

bersifat internasional dalam keputusan (agenda decision) yang diterbitkan oleh IFRS 

Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK 

IAI tidak atau belum menerbitkan Buletin Implementasi yang merujuk pada IFRIC Agenda 

Decision, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda 

Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana 

yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions. 

 

Materi penjelasan yang termuat dalam Buletin Implementasi dapat memberikan wawasan 

tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam 

SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan 

akuntansi sebagai akibat dari Buletin Implementasi. Buletin Implementasi tersebut memperoleh 

otoritasnya dari standar itu sendiri. 

 

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai 

perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang 

diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau 

menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu 

yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang 

bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan 

untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, 

mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh 

SAK.  
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PSAK 212: PAJAK PENGHASILAN 

Bunga dan Penalti terkait Pajak Penghasilan 

 

Juni 2026 

 

Buletin Implementasi ‘Bunga dan Penalti terkait Pajak Penghasilan’ merujuk pada Agenda 

Decision ‘Interest and Penalties Related to Income Taxes’ yang diterbitkan oleh IFRS 

Interpretation Committee pada September 2017. 

 

SAK Indonesia tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas bunga dan penalti yang 

terkait dengan pajak penghasilan (bunga dan penalti). 

 

Pola fakta 

 

Pola fakta Buletin Implementasi: 

a. bunga terkait pajak penghasilan pada umumnya dimaksudkan untuk mengompensasi 

otoritas perpajakan (atau entitas) atas nilai waktu yang terkait dengan kekurangan 

pembayaran (atau kelebihan pembayaran) pajak penghasilan, dihitung dengan mengalikan 

jumlah bruto pajak terutang (jumlah klaim pengembalian pajak) dengan persentase tingkat 

bunga tertentu per bulan, dan terdapat batas maksimal bunga sesuai peraturan perundang-

undangan pajak penghasilan.    

b. penalti terkait pajak penghasilan merupakan tambahan jumlah yang dikenakan kepada 

entitas atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pajak penghasilan, 

atau atas keputusan entitas untuk tidak membayar jumlah pajak terutang, baik pada saat 

otoritas perpajakan menerbitkan surat ketetapan pajak atau pada saat entitas mengajukan 

keberatan atau banding. 

 

Buletin Implementasi membahas bagaimana penyajian bunga dan penalti berdasarkan pola 

fakta. 

 

Pembahasan 

 

Buletin Implementasi ini menjelaskan bahwa entitas tidak memiliki pilihan kebijakan akuntansi 

antara menerapkan PSAK 212 atau menerapkan PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontingensi, 

dan Aset Kontingensi terhadap bunga dan penalti. Jika entitas mempertimbangkan jumlah 

tertentu yang dibayar atau diterima atas bunga dan penalti sebagai pajak penghasilan, maka 

entitas menerapkan PSAK 212 atas jumlah tersebut. Sebaliknya, jika entitas tidak menerapkan 

PSAK 212 terhadap jumlah tertentu yang harus dibayar atau diterima atas bunga dan penalti, 

maka entitas menerapkan PSAK 237 atas jumlah tersebut. 
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DSAK IAI berpandangan bahwa berdasarkan pola fakta, bunga yang terkait pajak penghasilan 

serupa dengan biaya pendanaan — yaitu, dihitung berdasarkan jumlah bruto pajak penghasilan 

terutang dan tidak berdasarkan pada laba kena pajak.  

 

Demikian pula, penalti umumnya dikenakan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan pajak penghasilan atau atas keputusan entitas untuk tidak membayar 

jumlah pajak terutang, baik pada saat otoritas perpajakan menerbitkan surat ketetapan pajak 

atau pada saat entitas mengajukan keberatan atau banding, sehingga jumlah penalti tidak 

ditentukan berdasarkan pada laba kena pajak.  

 

Dengan demikian, bunga dan penalti terkait pajak penghasilan tidak memenuhi definisi pajak 

penghasilan dalam PSAK 212 paragraf 02, yakni pajak yang didasarkan pada laba kena pajak, 

sehingga bunga dan penalti tersebut di luar ruang lingkup PSAK 212. Entitas menerapkan 

PSAK 237 atas bunga dan penalti terkait pajak penghasilan. 

 

Entitas mengungkapkan pertimbangannya, dalam hal ini dengan menerapkan PSAK 201: 

Penyajian Laporan Keuangan paragraf 122 apabila hal tersebut merupakan bagian dari 

pertimbangan entitas yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui 

dalam laporan keuangan [sekarang PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 

paragraf 27G] 

 

Untuk setiap kelas provisi, PSAK 237 paragraf 84–85 mensyaratkan rekonsiliasi jumlah 

tercatat pada awal dan akhir periode pelaporan serta informasi lainnya. Sejalan dengan hal 

tersebut, entitas mengungkapkan informasi mengenai bunga dan penalti tersebut jika 

jumlahnya material. 
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